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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan 

perekonomian nasional. Keberadaan bank sebagai lembaga 

intermediary dalam bidang perekonomian membawa berbagai 

dampak dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan dari masa ke 

masa, baik secara nasional maupun internasional. Seiring dengan 

meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang 

perekonomian mendorong peranan perbankan semakin dibutuhkan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu 

peranan bank dalam hal ini sangat dibutuhkan, khususnya dalam 

menyalurkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat, baik badan 

hukum maupun perorangan. 

 Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, 

meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar 

dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh 

melalui kegiatan pinjam-meminjam. Dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya sebagaimana tersebut di atas bank harus berpedoman 

kepada perangkat hukum yang terkait, antara lain Undang-Undang 
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No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (“UU Perbankan”). Salah satu 

ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan pinjam-meminjam ini 

adalah Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi  

sebagai berikut :   

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan 

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 

melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan 

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”1 

 

 Dalam Undang-undang memang bank tidak mensyaratkan 

jaminan, tetapi dalam prakteknya, bank mensyaratkan adanya jaminan 

khusus tersebut dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah 

debitur. Persyaratan pemberian jaminan oleh debitur kepada bank 

dalam pelaksanaan kredit mendapatkan perhatian yang cukup besar 

dalam bidang hukum, yaitu hukum jaminan yang berkaitan erat 

dengan bidang hukum kebendaan dan perbankan itu sendiri. Di 

bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yaitu 

sebagai penghimpun dan penyalur dana. masyarakat yang salah satu 

usahanya adalah memberikan kredit2, di bidang pembangunan 

                                                           
 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik 

Indonesia, Nomor 182 tanggal 10 Nopember 1998. 

 2 Diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 6 huruf (b) dan Pasal 13 huruf (b) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 

10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
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ekonomi negara, kredit merupakan tulang punggung bagi 

pembangunan bidang ekonomi3. 

 Bagi pelaku usaha pengajuan kredit di Bank merupakan hal yang  

biasa, dikarenkan dalam membangun suatu usaha dibutuhkan modal 

yang besar, sehingga itulah pengajuan kredit ini dapat diperoleh dari 

pengajuan kepada pihak bank. Pemberian kredit oleh pihak bank ini 

bertujuan untuk pertumbuhan nasional, sedangkan pemberian kredit 

kepada masyarakat bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang 

didapat dalam bentuk bunga, membantu nasabah dalam memenuhi 

kebutuhan, dan memajukan perekonimian Indonesia melalui 

kredit.Untuk kredit dengan jaminan, berdasarkan Undang Undang 

Perbankan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan 

penilaian yang seksama terhadap agunan, selain itu perlu juga 

melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek 

usaha dari debitor. 4  

 Dalam pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah kepada 

pihak perbankan, maka di perlukan adanya perjanjian kredit antara 

dua pihak. Perjanjian kredit yang dilakukan nasabah dan bank ini 

dilakukan, disahkan, dan diterbitkan oleh notaris. Ini merupakan salah 

satu syarat yang harus dilakukan dalam proses pengajuan atau 

                                                           
 3 Ali Said, “Pidato Pengarahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia”, 

dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan, (Jakarta: BPHN, 1990) 

 4 Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
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pemberian kredit oleh pihak bank.  Aka perjanjian kredit sendiri 

memberikan jaminan dan perlindungan hukum atau kepastian hukum 

bagi kedua bela pihak.     

 Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan terjadi peningkatan 

pertumbuhan kredit sebesar 8,54% secara tahun (yoy) pada Juli 2023. 

Pertumbuhan kredit ini menjadi kabar baik, mengingat sebelumnya 

sempat melambat di angka 7,76% yoy pada bulan Juni. Terkait tingkat 

kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non 

performing loan gross industri sebesar 2,51% per Juli 2023. Besaran 

tersebut memang masih aman sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

(BI). Tingkat maksimum  NPL suatu Bank dalam Peraturan BI Nomor 

15/12/PBI/2013 ialah 5%. Ada beberapa bank yang memiliki nilai NPL 

diatas 5%, diantaranya: PT. Bank Sinarmas Tbk, PT.Bank Pembangunan 

Banten Tbk dan PT Bank KB Bukopin Tbk.5 Adapun beberapa fakto yang 

mempengaruhi  terjadinya kredit macet, diantaranya: adanya itikad 

tidak baik dari debitor, struktur pemodalan sangat lemah, kurang 

pendalaman dalam pengelolaan usaha, adanya faktor ekonomi dan 

politik. 6 

                                                           
 5 Aprilia Zafenya. 2023. “Kredit Perbankan Tumbuh, Sejumlah Bank Bukukan 

NPL di Atas 5%”. 

https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20231005112949-

17-478088/kredit-perbankan-tumbuh-sejumlah-bank-bukukan-npl-di-atas-5/amp. 

Diakses pada 26 Oktober 202. Pukul 13.06 

 6 Triandar Sigit dan Toko Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan lain. 

Jakarta :Selemba Empat. Hlm 38. 

https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20231005112949-17-478088/kredit-perbankan-tumbuh-sejumlah-bank-bukukan-npl-di-atas-5/amp
https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20231005112949-17-478088/kredit-perbankan-tumbuh-sejumlah-bank-bukukan-npl-di-atas-5/amp
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 Bank selaku kreditor wajib memlihara tingkat kesehatan bank 

sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas 

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang 

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegian usaha 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian.7 

 Apabila tingkat kesehatan bank menurun makan ini akan 

mempengaruhi NPL siatu peruasahaan tersebut. Apbila NPL turun, 

maka akan mempengaruhi peformencnya, maka dari itula bank akan 

melalukan berbagai upaya agar NPL nya tidak naik akibat dari kredit 

macet. Kredit macet ini terjadi karena pihak debitor tidak memenuhi 

kewajibannya membayar kepada bank. 

 Dikatakan kredit macet apabila pihak debitor sudah tidak 

membayar agunan maupun bunga lewat dari 180 hari, atau sampai 

dengan lewatnya tenggag waktu yang telah diperjanjikan. Ini dapat 

mempengaruhi NPL satu bank, sehingga itula bank akan melakukan 

beberapa upaya untuk mengatasi kredit macet, yaitu: 8 

a. Rescheduling (penjadwalan kembali);  

b. Reconditioning (persyaratan kembali);.  

c. Restructuring (penataan kembali); 

 Apabila langkah-langkah diatas sudah dilakukan tetapi tidak 

berhasil, dimana pihak debitor masih tidak sanggup melunasi 

                                                           
 7 Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

 8 Lusianag. Kredit Macet: Pengertian, Dampak, dan Cara Mengatasi. 

https://accounting.binus.ac.id/2020/12/20/kredit-macet-pengertian-penyebab-

dampak-dan-cara-mengatasinya/. Diakses pada 7 Oktober 2023. Pukul 21.44. 

https://accounting.binus.ac.id/2020/12/20/kredit-macet-pengertian-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya/
https://accounting.binus.ac.id/2020/12/20/kredit-macet-pengertian-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya/
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kreditnya, maka pihak kreditor akan melakukan upaya lain terkait 

dengan agunannya, yaitu dengan cara:9 

1. Pelelangan 

2. Penjualan dibawah tangan 

 Selain kedua cara eksekusi agunan diatas, terdapat cara lain 

yang biasa dikenal dengan pengambilalihan aset atau agunan milik 

debitor diambil oleh pihak kreditor (Bank/lembaga keuangan pemberi 

kredit) yang biasanya dikenal dengan istilah Agunan Yang Diambil Alih 

10Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (POJK 

No. 33/POJK.03/2018)  mengatur bahwa: 

“Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah 

aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui 

pelelangan, atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara 

sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk 

menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitor telah 

dinyatakan macet”. 

 

 Pengambilalihan agunan dapat dilakukan atau di beli oleh bank 

sendiri, hal ini tertuang dalam Pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: 

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik 

melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan 

                                                           
 9 Nathan Luntungan. 2018. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”, Lex Privatum 6, Nomor  5. 

Hlm 6.  

 10 Reynaldo B Tampi. 2018. “Kebebasan Bank Dalam Memilih Lembaga 

Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”. Lex Privatum 6. Nomor 1. Hlm 147. 
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peyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan 

kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal 

nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, 

dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicarikan 

secepatnya”. 

 

 Dengan adanya AYDA ini dapat membantu bank untuk menekan 

angka Non Performing Loan. Semakin kecil NPL bank maka semakin 

sehat juga bank tersebut. Adapun hal yang biasanya menjadi 

pertimbangan Bank saat melakukan AYDA terhadap agunan adalah 

legalitas agunan, jenis agunan, agunan tersebut memiliki nilai pasar 

yang baik dan marketable kemudian perbandingan nilai agunan 

terhadap kewajiban debitor (coverage). Hal-hal tersebut juga wajib 

dilengkapi dengan tata cara dan batas waktu penyelesaian AYDA 

termasuk penetapan direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk 

menyelesaiakn AYDA.11 

 Penyelesaian kredit melalui pengambilalihan asset debitur ini 

cukup menyulitkan bank, khususnya bank swasta. Hal ini disebabkan 

karena berbagai ketentuan hukum yang masih belum menguntungkan 

bagi bank swasta nasional, seperti jangka waktu pengambilalihan 

asset debitur maksimal 1 (satu) tahun dan ketentuan dalam Pasal 12 

UUHT yang menyebutkan bahwa obyek hak tanggungan tidak boleh 

diperjanjikan untuk dimiliki oleh kreditur apabila debitur cidera janji. 

Selain itu ketentuan tentang status hak milik atas tanah dan bangunan 

                                                           
 11 Hasibuan Melayu. 2010. Dasar – Dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara 

2.Hlm 23. 
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menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak, yang tidak dapat 

dimiliki oleh badan hukum swasta. 

 Dapat dilihat terdapat pertentangan antara Pasal 12 UUHT dan 

Pasal 12 UU Perbankan, dimana dalam UUHT menyatakan objek hak 

tanggungan tidak boleh di perjanjikan untuk dimiliki kreditur apabila 

debitur cidera janji, sedangkan UU Perbankan menyatakan bahwa 

bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik 

melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan 

penyerahan secara sukarela apabila nasabah tidak memenuhi 

kewajibannya. Dalam praktiknya, untuk dilakukannya 

pengambilalihan aset debitor yang cidera janji oleh bank, tidak 

berdasarkan perjanjian awal (perjanjian kredit), tetapi kedua bela 

pihak ini akan membuat perjanjian baru lagi terkait dengan cara 

pelunasan hutang ataupun pengambilalihan agunannya. Jadi tidak ada 

yang bertentangan terkait UUHT dan UU Perbankan, semuanya tetap 

terlaksana sesuai dengan aturan dan ketentuannya masing-masing. 

 Pengambilalihan asset debitor oleh bank dikenal dengan istilah 

Agunan Yang Diambil Alih, yang dilakukan dengan cara membuat 

Pernyataan Kepemilikan dan Kuasa Jual secara notarial antara calon 

pembeli yang ditunjuk oleh bank (umumnya calon pembeli yang 

ditunjuk oleh bank adalah karyawan dan bank itu sendiri) dan pihak 
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debitur atau pemilik jaminan membuat juga perjanjian yang isinya 

antara lain menyatakan bahwa jaminan berupa tanah dan bangunan 

milik debitur atau milik pihak lain yang telah disetujui untuk 

dijaminkan yang dibeli tersebut bukan merupakan milik pembeli, 

tetapi merupakan milik bank. 

 Kriteria debitor yang dapat dimasukan dalam kategori AYDA 

ialah debitor sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada 

pihak perbankan baik terkait pembayaran bunga, ataupun uang 

pokok lebih dari 180 hari. Pihak Kreditor sudah melakukan berbagai 

upaya penyelamatan baik rescheduling, reconditionaling dan 

restructuring. Melakukan penawaran penyelesaian baik pelunasan, 

take over maupun penjualan sendiri. Apabila pihak kreditor sudah 

melalukan segala upaya tetapi pihak debitor tetap tidak dapat 

melakukan penulasan, maka kreditor pun akan melakukan upaya 

penyelesaian dengan AYDA. 

 Dalam prakteknya sendiri pelaksanaan AYDA ini juga tidak 

terlepas dan berbagai masalah, terutama menyangkut kepentingan 

pihak ketiga yang secara tidak langsung berkaitan dengan jaminan 

atas tanah yang diikat dengan hak tanggungan tersebut. Selain itu 

pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih itu sendiri hanya bersifat 

sementara sebelum dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli. 



27 
 

 Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

di maksud dalam Undang-Undang.12 Pelaksanaan AYDA sendiri pasti 

membutukankan akta notaris, baik akta peralihan hak, akta kuasa, 

maupun akta jual-beli. Pembuatan akta ini merupakan kewenangan dari 

notaris sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

 Berdasarkan latar belakang dan data diatas maka penulis ingin 

menggalih lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut, sehingga 

mengangkat judul thesis “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA 

TERKAIT AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH SEBAGAI ALTERNATIF 

PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas yaitu: 

1. Bagaimana status, jenis, ruang lingkup dan proses pelaksanaan 

Agunan Yang Diambil Alih sebagai alternatif penyelesaian kredit 

macet perbankan?  

2. Bagaimana bentuk, ruang lingkup dan proses pelaksanaan peran 

notaris dalam akta pembuatan Agunan Yang Diambil Alih 

sebagai alternatif penyelesaian kredit macet perbankan? 

 

                                                           
 12 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis terkait status, jenis, ruang lingkup dan 

proses pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih sebagai alternatif 

penyelesaian kredit macet perbankan. 

2. Untuk menganalisi bentuk, ruang lingkup dan proses 

pelaksanaan peran notaris dalam akta pembuatan Agunan Yang 

Diambil Alih sebagai alternatif penyelesaian kredit macet 

perbankan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

rangka pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang 

hukum kenotariatan, dan juga dalam hukum jaminan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Debitor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

para debitor sebelum melakukan perjanjian pinjam 

meminjam di perbankan. Baik terhadap proses 

pelaksanaannya, hak dan kewajibannya maupun terkait 

akibat-akibat yang akan diperoleh apabila debitor 

mengalami hal yang serupa. 
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b. Bagi Kreditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan para kreditor dalam melakukan dan 

melaksanakan proses Agunan Yang Diambil Alih sebagai 

alternatif penyelesaian kredit macet perbankan. 

c. Bagi Notaris 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan para notaris dalam melakukan dan membuat 

perjanjian pinjam meminjam, dan kalusa-kalusa yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kewenangan notaris sendiri merupakan 

kewenangan atributif karna mendapat pemberian kewenagan 

langsung dari Undang-Undang.  

d. Bagi Otoritas Jasa Keuangan 

Hasil penelitian ini diharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai pengawas perbankan, untuk selalu memastikan 

bawah aturan-aturan yang dibuat pihak perbankan tidak 

merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

e. Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

para masyarakat umum, khususnya masyarakat yang mau 

mengajukan dan sudah memiliki kredit di perbankan, agar 
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dapat lebih memahami lagi terkait Agunan Yang Diambil Alih 

oleh perbankan. 

E. Kerangka Teori 

 Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi 

sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.13 Adapun teori-teori yang 

digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah : 

1. Grand Theory 

 Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori 

(middle range theory and applied theory) yang digunakan dalam 

penelitian.14 Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan 

teori kepastian hukum. 

 Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, 

merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya 

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa 

                                                           
13 Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. 

Hlm.53. 
14 Munir Fuady. 2003. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta : 

Kencana. Hlm 41. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara 

terhadap individu.15 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara 

normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan 

mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan 

keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, 

maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang 

sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum 

diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan 

karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai 

macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. 

Kordela  “The legal certainty as the superior principle of the 

system of formal principles of the rule of law justifies the legal 

validity of a defined group of values”.16 

 Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan 

menjawab rumusan masalah mengenai Peranan notaris dalam 

pembuatan akta terkait dengan pengambilalihan anggunan 

debitor. 

                                                           
15 R. Soeroso. 2008.  Pengantar Ilmu Hukum .Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 56. 

 16 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden. 

2020.“ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN 

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG,” Jurnal Imu Hukum 16, no. 1. Hlm. 88–

100. 
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2. Middle Range Theory 

 Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan Teori 

Kewenangan dan Teori Peran.  

a. Teori Kewenangan 

 Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya 

kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek 

menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een 

kembegrip in he staats-en administratief recht”.17 Dari 

pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum 

administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar 

dengan “authority” dalam bahasa inggris dan “bevoegdheid” 

dalam bahasa Belanda. “Authority” dalam Black’s Law 

Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command 

or to act; the right and power of public officers to require 

obedience to their orders lawfully issued in scope of their 

public duties.18 Kewenangan atau wewenang itu sendiri 

adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau 

bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk 

                                                           
 17 Nur Basuki Winanrno. 2008.  Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana 

Korupsi. Yogyakarta: laksbang mediatama, Hlm. 65. 

 18 Ibid. 
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mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan 

kewajiban publik. 

 Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan 

harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan 

oleh undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 

(tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan 

mandat.19 

1) Atribusi  

 Atribusi adalah pemberian wewenang 

pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada 

organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 

Administrasi Pemerintahan),  

2) Delegasi 

  Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, 

delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

                                                           
 19 Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. Hlm 30. 
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lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat 

beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.  

3) Mandat 

  Mandat terjadi jika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain 

atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi 

Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan 

dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih 

tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat 

tetap berada pada pemberi mandat. Dan Notaris memiliki 

kewenangan atributif. 

  Teori kewenangan ini merupakan teori penting 

dalam penelitian ini, dikarenakan dari tori kewenangan 

kita mengetahui macam-macam kewenangan baik bagi 

notaris, debitor dan kreditor. Menurut penulis sendiri 

notaris memiliki kewenangan atribusi, debitor memiliki 

kewenangan mandat dan kreditor memiliki kewenangan 

delegasi. 

b. Teori Peran 

 Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan 

dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” 
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yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. 

Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha 

atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan 

yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa20 

 Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan.21 Peran merupakan aspek yang dinamis dari 

kedudukan (status). Sedangkan kewajiban adalah segala 

sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam 

menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia 

juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatu peristiwa. 

 Adapun jenis-jenis peran menurut Bruce J. Cohen: 22 

1)  Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-

betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam 

menjalankan suatu peran.  

                                                           
 20 Syamsir, Torang. 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 

Perubahan Organisasi).  Bandung: Alfabeta. Hlm. 86. 

 21 Nuruni dan Kustini. 2011.  Experiental Marketing, Emotional Branding, and 

Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.7 (1) Diakses pada 7 September 

2023, pukul 11.43. 

 22 Ibid. 
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2) Peranan yang dianjurkan ( Prescribed Role) yaitu cara 

yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan 

peranan tertentu.  

3) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang 

dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih 

yang menuntut harapan dan tujuan peranan yangsaling 

bertentangan satu sama lain.  

4) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan 

peranan secara emosional.  

5) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan 

seseorangan dalam mejalankan peranan tertentu.  

6) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah 

lakunya kita contoh, tiru, diikuti.  

7) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan 

seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang 

menjalankan perannya. 

 Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku 

terkait hak dan kewajiban seseorang. Dari banyaknya peran 

yang di jelaskan di atas, notaris memiliki peran nyata, debitor 

melakukan kegagalan peran apabila tidak dapat melakukan 

gagal bayar/kredit macet. Dan kreditor dalam pelaksanaan 
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Agunan Yang Diambil Alih ini memiliki peran rangkaian atau 

lingkup peran. 

3. Applied Theory 

 Applied range theory merupakan teori yang digunakan 

agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu 

grand theory.23 Applied range theory dalam penelitian ini 

menggunakan teori Penyelesaian Sengketa.  

 Istilah “Sengketa” (Disputes, bahasa Inggris), seringkali 

disebut sama dengan “Konflik” (Conflict, bahasa Inggris). Henry 

Campbell Black menjelaskan arti “Dispute”, sebagai: “A conflict 

of controversy; a conflict of claims or rights; an assentation of a 

right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or 

allegations on the other. The subject of litigation; the matter for 

which a suit is brought and upon which issue is joined, and in 

relation to which jurors are called and witnesses examined”.24 

 Sengketa sendiri sering kali tejadi dan sangat sering kita 

temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peraturan sendiri 

penyelesaian sengketa ini terbagi menjadi 2, yaitu:25 

 

                                                           
 23 Munir Fuady. Op. Cit. Hlm. 42. 

 24 Henry Campbell Black. 1989. Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., 

St. Paul. Hlm.424. 

 25 Rina Kastor. 2022. “sengketa: Pengertian, Penyebab, dan Penyelesaian”. 

https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-

penyebab-dan-penyelesaiannya?page=all. Diakses pada 8 Oktober 2023. Pukul 

12.11. 

https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-penyebab-dan-penyelesaiannya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-penyebab-dan-penyelesaiannya?page=all
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a. Litigasi 

Upaya penyelesaian sengketa ini dilakukan lewat pengadilan. 

Litigasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa dengan 

proses beracara di pengadilan, dimana kewenangan untuk 

mengatur dan memutuskannya dilakukan oleh hakim. 

b. Non Litigasi 

Nama lain dari Non Litigasi sendiri ialah Alternative Dispute 

Resolution, merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, 

dengan mengesampingkan upaya litigasi. Adapun beberapa 

upayanya ialah: 

1) Arbitrase 

Arbitrase (Arbitration, bahasa Inggris) merupakan suatu 

pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan 

“pengadilan wasit” sehingga 

para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi 

layaknya seorang “wasit” (referee) seumpama wasit 

dalam pertandingan bola kaki.26 

2) Konsultasi 

Istilah Konsultasi (Consultation, bahasa Inggris), menurut 

Henry Campbell Black, diartikan sebagai berikut: “Act of 

consulting or conferring; e.g. patient with doctor; client with 
                                                           
 26 Munir Fuady. 2003. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 12 
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lawyer. Deliberation of persons on some subject. A 

conference between the counsel engage in a case, to discuss 

its questions or arrange the method of conducting it.27 

 M. Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti 

Konsultasi, sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau 

pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara 

kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang 

bersengketa kepada pihak ketiga”28. 

3) Negosiasi 

  Istilah “Negosiasi” dalam terminologi bahasa 

Inggris disebut dengan “Negotiate” dan “Negotiation”. 

Henry Campbell Black, mengartikan “Negotiation” 

sebagai “is process of submission and consideration of 

offers until acceptable offer is made and accepted”.29 

 M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Negosiasi 

sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding 

antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai 

kesepakatan bersama.30 

 Berdasarkan beberapa rumusan di atas, negosiasi 

dan juga Konsultasi merupakan bagian dari penyelesaian 

sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui 

                                                           
 27 Henry Campbell Black. Op Cit, p.Hlm: 286 

 28  M. Marwan dan Jimmy P, Op Cit. Hlm.378. 

 29 Henry Campbell Black.  Op Cit, p. Hlm 934 

 30 M. Marwan dan Jimmy P. Op Cit. Hlm 450 
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suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase, dan 

Negosiasi ditempatkan ke dalam bagian dari Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

4) Mediasi  

 Istilah “Mediasi” dalam bahasa Inggris dinamakan 

“Mediation” yang diartikan oleh M. Marwan dan Jimmy P. 

sebagai berikut:“Mediasi adalah suatu proses 

penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan 

bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat 

diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikutsertaan 

pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua 

pihak”.31 

5) Konsiliasi 

 Istilah konsiliasi dalam bahasa Inggris disebut 

sebagai “Conciliation”, yang oleh Henry Campbell Black, 

diartikannya sebagai: “The adjustment and settlement of a 

dispute in a friendly, un-antagonistic manner”.32 

  M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Konsiliasi 

sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-

pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna 

menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.33  

                                                           
 31 M. Marwan dan JimmyP.  Ibid. Hlm.426 

 32 Henry Campbell Black. Op Cit, p.Hlm  262 

 33 M. Marwan dan Jimmy P. Op Cit. Hlm. 376 
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6) Penilaian Ahli  

 Penilaian ahli, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat 

dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam 

Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian 

berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan 

solusi pada pokok persengketaan. Penilaian ahli juga dinamakan 

sebagai keterangan ahli, yang dalam UndangUndang No. 8 tahun 1981 

tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa 

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang 

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” .34 

 Penggunaan teori penyelesaian sengketa dalam penulisan ini 

diharapkan agar penulis memahami dan mengerti macam-macam 

penyelesaian sengketa, dan juga untuk mengetahui penyelesaian Agunan 

Yang Diambil Alih menggunakan penyelesaian sengketa yang mana. Penulis 

berpendapat penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih ini bisa masuk kedalam 

penyelesaian sengketa Non-Litigasi yaitu dengan cara 

Negosiasi,Konsultasi,Konsiliasi dan Mediasi. 

F. Kerangka Konseptual 

 Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam 

penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan 

diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan 

                                                           
 34 Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.35 Untuk menghindari kesalahan persepsi 

dan pemahaman yang lebih mudah maka perlu diberikan definisi konseptual dalam 

tesis ini, sebagai berikut: 

1. Notaris  

 Merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.36  

 Notaris sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih, yaitu Notaris berperan dalam 

membuat berbagai macam akta otentik, diantaranya akta perjanjian pinjam 

meminjam, akta kuasa menjual, akta pengalihan hak. Akta-akta otentik ini 

dibuat sebagai alas hukum pihak perbankan apabila pihak debitor tidak 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. 

2. Akta Notaris 

 Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta 

otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di 

tempat akta dibuat. 

 Menurut Pasal  1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau 

                                                           
 35 Soetandyo Wignjosobroto. 2002. Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-

Masalahnya. Jakarta : Huma. Hlm. 26. 

 36 Pasal 1  angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

undang-undang. 

 Akta Notaris ini memiliki peran penting sebagai alas hak kreditor untuk 

memperoleh hak-haknya apabila pihak debitor tidak memenuhi 

kewajibannya (wanprestasi). 

3. Agunan Yang Diambil Alih  

 Merupakan aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun 

diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik 

agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik 

agunan dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.37 

 Agunan Yang Diambil Alih merupakan salah satu alternatif yang 

dipakai pihak kreditor apabila para pihak debitor mengalami kredit macat. 

Dimana dalam melakukan AYDA ini pihak debitor menyerahkan agunan 

secara sukarela kepada pihak bank untuk dilakukanny berbagai upaya agar 

agunan ini terjual dan menyelesaikan kredit macet di bank tersebut. 

4. Kredit Macet Perbankan 

 Kredit macet adalah kondisi dimana debitor baik itu perorangan 

maupun organisasi tidak mampu membayar utang atau cicilan pinjaman. 

Perencanaan keuangan yang kurang baik maupun penggunaan pinjaman 

tidak pada tempatnya menjadi beberapa penyebab kredit macet. Apabila 

tidak segera diselesaikan, skor kredit akan menumpuk dan berdampak pada 

                                                           
 37 Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum (PBI 

No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum, 2012) 
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riwayat kredit yang buruk. Hal ini tentu akan memiliki serentetan efek negatif 

lainnya seperti sulit mendapat bantuan finansial di masa depan.38 

 Dalam Pasal 92 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan, 

terdapat 5 kategori untuk mengelompokkan kelancaran kredit: 

1. Kategori Lancar. Peminjam mampu melunasi angsuran termasuk 

pembayaran pokok dan atau bunga tepat waktu yaitu tidak lebih dari 10 

hari dalam kalender. 

2. Kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK). Peminjam dengan angsuran 

termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar 10 

hari kalender lebih namun kurang dari 90 hari. 

3. Kategori Kurang Lancar. Peminjam dengan angsuran termasuk 

pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 90 

hari kalender namun kurang dari 120 hari. 

4. Kategori Diragukan. Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran 

pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 120 hari kalender 

namun kurang dari 180 hari. 

5. Kategori Macet. Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok 

dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 180 hari kalender. 

Untuk Agunan Yang Diambil Alih sendiri ini sudah diperhatikan oleh pihak 

perbankan dari kategori lancar  ke kategori macet. Dimana pihak debitor sudah 

                                                           
 38 Redaksi OCBC NISP. 2022. “Kredit Macet: Penyebab, dampak dan Cara Mengatasi”, 

https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/15/kredit-macet-adalah Diakses pada 8 Oktober 2023. 

Pukul 12.48. 

https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/15/kredit-macet-adalah
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tidak membayar baik bunga maupun pokoknya kepada pihak perbanan sesuai 

dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun 

beberapa cara yang dilakukan pihak perbankan apabila ada debitor yang secara 

tiba-tiba mengalami kendala diatas.   

 

 

5. Penyelesaian Kredit Macet Perbankan 

 Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan 

berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 

Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah 

sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternative: 

d.  Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk 

melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit 

yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu 

kredit termasuk tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah 

angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.  

e. Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas 

sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas 

hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu 

kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan 

tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau 

sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.  
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f. Restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan 

kredit, atau melakukan39 

 Terkait  langkah diatas, wajib dilakukan pihak perbankan terlebih 

dahulu, apabila sudah dilakukan ketiga cara diatas dan pihak debitor tetap 

juga tidak bisa melakukannya, maka berula pihak perbankan melakukan jalur 

litigasi maupun non litigasi. 

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang 

menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-

dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran 

suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa 

sosial atau peristiwa hukum tertentu.40 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan kegiatan 

ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-

doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab 

isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatori, yaitu 

berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang 

                                                           
 39 Fischa Debbye Ammelia P 2023. “Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.5. 

https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5. 
40 Sunaryati Hartono.1994. Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Bandung : 

Alumni. Hlm.105. 
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diteliti.41 Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban 

secara holistik42 dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.43 Oleh 

karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, 

menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan peran dan 

pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui pengambilalihan anggunan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a) Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach) 

 Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-

aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,44 untuk memperoleh deskripsi 

analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan pengaturan mengenai peranan notaris 

dalam pembuatan akta dan penyelesaian kredit macet melalui 

pengambilaliha anggunan. Pendekatan perundang-undangan ini membuka 

kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau 

antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan 

undang-undang.45 

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

                                                           
41 Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.  Malang : Bayumedia. Hlm. 

47. 
42:Husain Heriyanto. 2003. Paradigma Holistik; “Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan 

Whitehead”.  Jakarta : Teraju.Hlm. 45. 
43 Ibid., 
44 Johnny Ibrahim. 2005. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III. Malang : 

Bayumedia Publishing. Hlm. 302. 
45Peter Mahmud Marzuki. 2005.  Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 

Hlm. 93. 
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 Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang dikaji. Pendekatan konseptual dilakukan untuk 

menemukan dan menjelaskan terkait peranan notaris dalam pembuatan akta 

dan penyelesaian kredit macet melalui pengambilaliha angunan 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

a) Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris; 

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang 

Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan 

Aset Produktif Bank Perkreditan; 

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang 

Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan; 
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9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang 

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi 

penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah 

dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu 

hukum dalam penelitian ini. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan 

sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian 

ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.46 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

  Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi 

kepustakaan47 terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan 

sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, 

dan dilakukan klasifikasi. 

5. Teknik Pengelolaan Penelitian 

  Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan 

inventarisasi dan sistematisasi48 terhadap peraturan perundang-undangan yang 

ada relevansinya dengan peran notaris dan penyelesaian kedit macet melalui 

pengambilalihan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi 

                                                           
46 Bambang Sunggono. 1996.  Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Hlm.144. 
47 M. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5. Hlm. 27. 
48 Bambang Sunggono. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 

147. 
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kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan 

dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

  Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif 

sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan hukum.49 Analisis 

kualitatif digunakan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta 

pengambialihan anggunan dan pelaksanaan penyelesaian kredit macet di bank, 

untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta 

menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir 

deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus.50 Dalam penarikan kesimpulan dengan logika 

berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. 

Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-

norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, 

kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum 

                                                           
49 Ibid. Hlm. 127. 
50 Abdul Kadir Muhammad. Op. Cit Hlm. 8.   
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konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan hukum.51

                                                           
51 Bambang Sunggono. Op. Cit. Hlm. 120. 
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